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ABSTRAK

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada
Pt. Razza Prima Trafo

Jihan Lorenza Tanjung
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: jihanlorenza2@gmail.com

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendefinisikan Pengusaha Kena
Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-
Undang PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi
pajak pertambahan nilai pada PT. Razza Prima Trafo sesuai dengan perhitungan
undang-undang 42 tahun 2009 dan PSAK No. 34. Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif Dari hasil penelitian
faktor penyebab perbedaan perlakuan terjadi akibat adanya transaksi pada akhir
bulan sehingga jumlah peredaran tidak signifikan, terjadi karena adanya
perbedaan masa dan jumlah pelaporan mempengaruhi jumlah pembelian SPT
Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Dari penyebab perbedaan jumlah
pembelian pada buku besar dan SPT Masa PPN tersebut PT. Razza Prima Trafo
sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan

Kata Kunci : Penerapan PPN, UU No 42 tahun 2009, PSAK No. 34
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ABSTRACT

Analysis of the Application of Value Added Tax Accounting in
Pt. Razza Prima Transformer
Jihan Lorenza Tanjung
Department of Accounting, Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatra

Email: jihanlorenza2@gmail.com

The Value Added Tax (PPN) Law defines a Taxable Entrepreneur (PKP) as an
entrepreneur who delivers Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP)
which are subject to tax in accordance with the VAT Law. This study aims to
analyze the application of value added tax accounting at PT. Razza Prima
Transformer in accordance with the calculation of law 42 of 2009 and PSAK No.
34. Data collection techniques using observation techniques, interviews and
documentation. This research was conducted using descriptive data analysis.
From the results of the research, the factors that caused the difference in
treatment occurred due to transactions at the end of the month so that the amount
of circulation was not significant. From the causes of the difference in the number
of purchases in the general ledger and the Periodic VAT SPT, PT. Razza Prima
Trafo is qualified in making financial report decisions

Key words: Application of VAT, Law No. 42 of 2009, PSAK No.34
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) mendefinisikan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN. Dalam peraturan tersebut, pengusaha
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan
penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP,
JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud. (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (2015), jumlah pembayar pajak
di Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam membayar pajak, salah satunya
PPN, masih tergolong rendah. Data Direktorat Jenderal Pajak (2015)
menyebutkan bahwa WP yang tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak
mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385
WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2022) tersebut, rincian
jumlah WP Badan terdiri dari 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang,
531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di
Indonesia.

Data Direktorat Jenderal Pajak (2022) mengindikasikan bahwa belum
semua perusahaan terdaftar menjadi WP Badan sehingga belum bisa

mendaftarkan diri menjadi PKP dan rasio kepatuhan formal bagi wajib pajak



badan per 30 April 2022 masih sebesar 53,72%. Data Direktorat Jenderal
Pajak (2022) juga mengindikasikan bahwa pendapatan pajak yang diterima dari
pembayar pajak tidak maksimal karena jumlah dan tingkat partisipasi WP dan
PKP yang masih rendah (Dirjen Pajak, 2022).

Menurut Williams (1996), salah satu hal yang harus diperhatikan dalam
isu PPN adalah Klasifikasi individu/badan yang diwajibkan membayar PPN
(Williams, 1996). Williams (1996) menambahkan bahwa hal tersebut
dilakukan untuk memastikan bahwa PPN akan mampu untuk dibayarkan
mengingat subjek yang harus membayar PPN sudah jelas, yaitu
individu/badan.

Williams (1996) juga menunjukkan bahwa partisipasi pembayar pajak itu
penting dalam PPN. Keen dan Lockwood, (2010) juga menekankan pentingnya
partisipasi pembayar pajak karena esensi dari PPN adalah pembebanan PPN
dalam semua transaksi dimana PPN tersebut dikreditkan atas penjualan yang
dilakukan oleh pembayar pajak sehingga PPN tersebut akan mampu untuk
dibayarkan di setiap rantai produksi. Alm dan El-Ganainy (2013) juga
menambahkan bahwa PPN yang dikenakan dalam bisnis pada dasarnya
dihitung berdasarkan nilai total produk akhir yang dihasilkan sehingga PPN
dikenakan di setiap rantai produksi, dimana hal tersebut membutuhkan
partisipasi pembayar pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), salah satu tindakan kriminal
adalah dengan membuat bukti lembar Faktur Pajak fiktif supaya dapat
mengkreditkan pajak masukan ke dalam SPT Masa PPN (Kementerian

Keuangan, 2021). Alasan yang mendorong penulis untuk mengangkat topik



penulisan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah adanya faktor-
faktor tertentu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan PKP dalam menunaikan
kewajiban PPN. Hal tersebut dibuktikan oleh Armaini, (2015) dimana faktor-
faktor yang mempengaruhi PKP tersebut antara lain adalah tingkat pendidikan
WP/PKP, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pelayanan dari KPP
terhadap WP/PKP, penyuluhan dari KPP terhadap PKP, jenis usaha dan tingkat
pendapatan PKP, sanksi terhadap PKP jika melakukan pelanggaran, tingkat
efektifitas dan efisiensi sistem perpajakan, dan nominal tarif pajak yang
dikenakan.

Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dalam usaha
perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini
telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu. perusahaan memiliki
salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai
perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya
untuk menyelenggarakan pembukuan. penyetoran dan pelaporan PPN untuk
memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki
spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme
PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk
menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat
adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang
(Januri, 2018).

Umumnya metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran digunakan untuk

menghitung PPN yang terutang oleh pembeli barang kena pajak, importir



barang kena pajak dari penggunaan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabean. Pajak keluaran adalah Pajak pertambahan nilai yang dipungut
oleh PKP yang menyerahkan barang kena pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak,
atau ekspor barang kena pajak yang penyerahan atau ekspornya harus
ditagih. (Hanum, 2010)

Ketika suatu perusahaan membeli barang/jasa kena pajak, dikenakan
PPN masukan dan sebaliknya, ketika suatu perusahaan menjual barang/jasa
kena pajak, perusahaan tersebut diperbolehkan memungut PPN atas
barang/jasa kena pajak tersebut. Penjualan tersebut dikenai PPN yang
dilakukan atas dasar sistem faktur, oleh karena itu sehubungan dengan
penyerahan barang/jasa kena pajak harus dibuat faktur pajak sebagai bukti
transaksi. (Saragih & Putri, 2016)

Ciri Pajak Pertambahan Nilai adalah Faktur Pajak, karena Faktur Pajak
merupakan bukti bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikenai pajak bahwa jumlah
pajak yang harus dibayar telah dikreditkan. Dalam pembuatan faktur pajak
diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan mulai dari pembukuan hingga
pelaporan PPN.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Bab IV Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), diatur
bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 11% yang mulai berlaku
pada 1 April 2022. Dapat diuraikan bagaimana mekanisme perhitungan PPN
Keluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, yaitu ;

a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan Pemungut :

PPN = 11% x Nilai DPP (Nilai Kontrak)



b. Jika transaksi dilakukan ke Pemungut Pajak:

PPN + 11% x Nilai DPP (Nilai Kontrak/1,1)

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak

sudah termasuk PPN. Adapun nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan dapat

dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

Table 1. 1 Rekap PPN Keluaran dan Masukan Tahun 2017 - 2022

PPN KELUARAN PPN MASUKAN LEBIH /
No. TAHUN KOMPENSASI KURANG
DPP PPN DPP PPN BAYAR
a b c d=cx10% E f=ex10% g=d-f
1 2017 | 010 | 3.353.934.199,00 335.393.421,00 1.607.553.084,00 | 160.755.302,00 174.638.119,00 KB
030 | 42.814.188.223,00 4.281.418.826,00 - - 4.281.418.826,00
46.168.122.422,00 4.616.812.247,00 | 1.607.553.084,00 | 160.755.302,00 4.456.056.945,00 | KB
2 2018 | 010 | 2.696.210.002,00 269.620.998,00 1.989.347.959,00 | 198.934.794,00 (86.278.562,00) | LB
030 | 62.043.145.091,00 6.204.314.508,00 - - -
64.739.355.093,00 6.473.935.506,00 | 1.989.347.959,00 | 198.934.794,00 (86.278.562,00) | LB
3 2019 | o010 1.606.514.001,00 160.651.399,00 1.591.982.270,00 | 159.198.225,00 (207.007.476,00) | LB
030 | 55.473.679.231,00 5.547.367.897,00 - - -
57.080.193.232,00 5.708.019.296,00 | 1.591.982.270,00 | 159.198.225,00 (207.007.476,00) | LB
4 2020 | 010 | 1.186.870.545,00 118.687.055,00 1.126.071.708,00 | 112.607.169,00 (85.640.645,00) | LB
030 | 50.874.667.437,00 5.087.466.732,00 - - -
52.061.537.982,00 5.206.153.787,00 | 1.126.071.708,00 | 112.607.169,00 (85.640.645,00) | LB
5 2021 | 010 | 1.232.366.605,00 123.236.661,00 906.923.180,00 90.692.317,00 | 17.443.281,00 KB
030 | 51.187.629.532,00 5.118.762.905,00 - - -
52.419.996.137,00 5.241.999.566,00 | 906.923.180,00 90.692.317,00 | 17.443.281,00 KB
6 2022 | 010 | 1.733.803.105,00 182.922.847,00 1.206.910.992,00 | 125.846.759,00 | 32.245.091,00 KB
030 | 70.801.160.567,00 7.635.459.936,00 - - -
72.534.963.672,00 7.818.382.783,00 | 1.206.910.992,00 | 125.846.759,00 | 32.245.091,00 KB

Berdasarkan data diatas perusahaan mengakui lebih bayar di tiga tahun

berturut-turut dari tahun 2018 - 2020 dan juga mengakui kurang bayar ditahun

2017 dan tahun 2021, 2022. Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983,




apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai sebagaimana
yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) atau terdapat kekeliruan
dalam pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak, Hak ini dapat ditunaikan setelah mengajukan permohonan
yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran
pembayaran pajak tergantung dari status permohonan tersebut. Hal tersebut
biasa disebut dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, secara sederhana
dalam restitusi pajak negara harus mengembalikan pajak yang telah dibayarkan
oleh wajib pajak atas terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan

untuk melindungi hak wajib pajak.

Menurut (Baut et al., 2020) Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai,
wajib pajak yaitu PT. Razza Prima Trafo berkewajiban melakukan penyetoran
besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas negara,
ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya.
perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai
dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu sebesar 2% per
bulan dari nilai PPN yang terutang oleh karena perusahaan melakukan

pembetulan SPT Masa PPN.

Selain kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan besarnya pajak
masukan, PPN lebih bayar juga bisa terjadi apabila PKP ternyata melakukan
pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Atas terjadinya PPN lebih

bayar ini, ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh PKP, yaitu:

1. Mengkompensasikan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya



2. Mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar
tersebut

3. Mengkompensasikan PPN Lebih Bayar

Sementara bagi PKP pembeli, jika faktur pajak batal telah dilaporkan,
maka akan membuat SPT masa PPN PKP pembeli mengalami kurang bayar.
Kondisi kurang bayar ini otomatis harus dibayar oleh PKP pembeli saat

melakukan pembetulan.

Denda yang dibebankan adalah 2% dari nilai kurang bayar dan bisa jadi
terkena kenaikan sanksi pajak 48%. Jadi, kurang bayar tercatat di tahun 2021
sebesar Rp 17.443.281, maka denda yang harus dibayar PKP pembeli adalah
sebesar Rp 516.321,118 yang terdiri dari denda 2% dari Rp 17.443.281, yakni
Rp 348.865,62 dan 48% dari Rp 348.865,62 yakni sebesar Rp 167.455,498.
Dan di tahun 2022 sebesar Rp 32.245.091, maka denda yang harus dibayar
PKP pembeli sebesar Rp 954.454,694 yang terdiri dari 2% dari Rp 32.245.091,
yakni Rp 644.901,82 dan 48% dari Rp 644.901,82 yakni sebesar Rp

309.552,874.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis memilih topik untuk
penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak
Pertambahan Nilai Pada PT. Razza Prima Trafo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka

dirumuskan identifikasi masalah guna memudahkan pembahasan penelitian

tersebut. lIdentifikasi masalah antara lain:



“Ketidakpahaman terhadap peraturan PPN yang kompleks atau perubahan
aturan terbaru dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan
pembayaran PPN yang kurang. Dan sistem peraturan pajak yang terbaru juga
dapat menyebabkan pembayaran PPN vyang lebih tinggi daripada yang
diperlukan jika perusahaan atau individu tidak memahami dengan baik
pengurangan atau pembebasan yang tersedia. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat
(1) huruf a Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terjadinya kenaikan
tarif pajak pada 1 April 2022 menjadi 11%, oleh karena itu perusahaan harus
melakukan pembetulan SPT-Masa PPN untuk melaporkan selisih perhitungan

akibat kekeliruan dan penggunaan tarif yang masih 10% di tahun 2022”

1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan
masalah dalam penelitian yang akan dibahas agar ruang lingkup penelitiannya
lebih terarah, fokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian,
serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri. Oleh karena itu masalah
dibatasi hanya pada akuntansi pajak pertambahan nilai yakni pajak masukan

dan pajak keluaran di PT. Razza Prima Trafo

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
“Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di PT. Razza Prima

Trafo”



1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi

pajak pertambahan nilai pada PT. Razza Prima Trafo

1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat Penulis
a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang
akuntansi pajak pertambahan nilai serta sebagai bahan perbandingan
antara teori dari berbagai sumber bacaan ilmiah dengan praktik
dilapangan.
2. Manfaat Perusahaan
a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan
pertimbangan yang terkait akuntansi pajak pertambahan nilai.
3. Manfaat Lembaga
a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan
mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai pada suatu perusahaan

serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Akuntansi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak ada definisi yang
dimaksud dengan penghitungan dan pelaporan pajak, tetapi secara langsung
menyangkut penghitungan dan pelaporan pajak tertentu. Penghitungan pajak
merupakan dasar dari laporan akuntansi yang kemudian memberikan informasi
yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan perpajakan, sedangkan deklarasi
pajak adalah kewajiban setiap wajib pajak kepada negara untuk yang harus ada
dalam deklarasi pajak. Pajak yang terhutang dikumpulkan. Akuntansi pajak
adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak, yang berkaitan

dengan peraturan, undang-undang, dan peraturan perpajakan.

Berikut ini diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN nya dapat

dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

1. Pembelian barang/persediaan yang PPN nya dapat dikreditkan PT X membeli
barang untuk persediaan dalam bulan agustus 200 Rp. 10.000.000, dengan
kredit dari PT.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:
Pembelian 10.000,00
PPN Masukan  1.000,00

Utang 11.000,00

10
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2. Pembelian barang modal yang PPN PT X membeli mesin seharga Rp nya
dapat dikreditkan . 100.000 dengan kredit pada bulan juni 2008 dari PT Y.
Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin 100.000,00
PPN Masukan 10.000,00
Utang 110.000,00

3. Pembelian barang /Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan
PT.X membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga
Rp. 20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak
dapat di kreditkan. Namun pajak tersebut dapat di bebankan sebagai biaya
perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun
perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif penyusutanya. Transaksi
ini di catat dengan ayat jurnal sbb:

Kendaraan Sedan 22.000,00

Kas 22.000,00

2.1.2 PSAK NO. 34 tentang Kontrak Konstruksi

PSAK No. 34 berisi tentang akuntansi kontrak konstruksi yang
menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan
dengan kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas kontrak mulai dilakukan dan
tanggal saat aktivitas tersebut terselesaikan biasanya jatuh pada periode kontrak
yang berlainan oleh karena itu persoalan utama dalam akuntansi kontrak
konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode

dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan. Pernyataan yang ada pada
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PSAK No. 34 ini harus diterapkan pada akuntansi kontrak konstruksi di dalam

laporan keuangan (1Al, 2018).

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi
pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Oleh karena
sifat dari aktivitas yang dilakukan pada kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas
kontrak mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut diselesaikan biasanya
jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Oleh karena itu, persoalan utama
dalam akuntansi kontrak konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya
kontrak pada periode di mana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan.
Pernyataan ini menggunakan kriteria pengakuan yang diatur dalam Kerangka
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk menentukan kapan
pendapatan dan biaya suatu kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan

beban dalam buku besar komparatif. (Syafitri, 2018)

Menurut (Maulinda, 2019) Berdasarkan pernyataan tersebut didapat

pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

1. Kontrak Biaya-Plus adalah kontrak konstruksi yang mana kontraktor
mendapatkan penggantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau
telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau
imbalan tetap.

2. Kontrak Harga Tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa
kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan, atau tarif
tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal

tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya.
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3. Kontrak Konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang
berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal
rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.

4. Retensi adalah jumlah termin (progresbilling) yang tidak dibayar hingga
pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran
jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki.

5. Termin (progresbilling) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang
dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang
belum dibayar oleh pemberi kerja.

6. Uang muka adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan.

Dalam PSAK No. 34 paragraph 11 yang tentang Kontrak Kontruksi yang dikutip

dari (Maulinda, 2019) mengemukakan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari :

1. Jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak; dan
2. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran intensif :
Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan; dan

dapat diukur secara andal.

Dalam PSAK No. 34 paragraph 16 tentang Kontrak Kontruksi oleh (Oroh, 2010)

mengemukakan bahwa Biaya kontrak terdiri dari :

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu
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2. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan
dapat dialokasikan pada kontrak tersebut; dan Biaya lain secara spesifik

dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak..

2.1.3 Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan definisi, pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
(Direktorat Jenderal Pajak, 2013), adalah pajak yang dikenakan atas: (a)
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh pengusaha; (b) impor BKP; (c) penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (d) pemanfaatan BKP Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (e) pemanfaatan JKP
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (f) ekspor BKP Berwujud oleh
PKP; (g) ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan (h) ekspor JKP oleh PKP.

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki, Sukardji (2014) menjelaskan
karakter atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung;

b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif;

c. Pajak Pertambahan Nilai adalan multistage tax;

d. Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung
menggunakan indirect subtraction method/credit method/invoice method,

e. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri;

f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral;

g. Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak

berganda.
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Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia yang saat ini digunakan
adalah adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan
Undang - undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di bidang pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah,
serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan
dengan pemasukan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat
dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena
pajak ke kas negara, wajib pajak terlebih dahulu harus mengurangkan pajak dari
hasil penjualan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Apabila pajak
yang dikenakan atas peredaran lebih besar daripada pajak masukan selama masa
pajak, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar
dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara. (Irsan & Lufriansyah, 2020)
2.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2014) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
11 tahun (2020), secara umum, subjek dari PPN meliputi dua kelompok, yaitu
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 tahun (2020) menambahkan bahwa hal ini didasari oleh pernyataan
dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
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sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir UU Nomor 11 Tahun 2020
yang menyatakan bahwa subjek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Golongan yang termasuk ke dalam PKP adalah kelompok pengusaha yang
melakukan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 nomor (29) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yaitu menyerahkan BKP dan/atau penyerahan
JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang PPN, Pasal 4 ayat (1) huruf
¢ yaitu menyerahkan JKP dan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yaitu mengekspor
BKP, serta bentuk kerja sama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ UU Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11
Tahun 2020 “pengusaha” yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam
ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP,
maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum
dikukuhkan.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang

melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e serta

Pasal 16C UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
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Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 11 Tahun 2020.

Sukardji (2014) juga menambahkan bahwa kewajiban PKP diatur dalam
Pasal 3A ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang menentukan bahwa pengusaha
yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
a, huruf c, huruf f, huruf g, atau huruf h, wajib melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP, memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM
yang terutang.

Pengukuhan status sebagai PKP tersebut diperkuat dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021. Menurut Direktorat Jenderal Pajak
(2013), pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN
atas penyerahan BKP/ JKP sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk
dikukuhkan sebagai PKP, maka UU PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi
pengusaha kecil tersebut.

Berdasarkan definisi dari Direktorat Jenderal Pajak (2013), pengusaha
kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP
dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak
lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2.1.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Sukardji (2014), objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan

Pasal 16 D UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
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dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, dimana objek pajak dapat dikelompokkan

menjadi dua, yaitu objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme

umum, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi:

a.

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;

impor BKP;

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;

pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah
Pabean;

pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;

ekspor BKP Berwujud oleh PKP;

ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;

ekspor JKP oleh PKP;

Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang

dirumuskan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, sebagai berikut:

a.

b.

Pasal 16C: kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan
usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;

Pasal 16D: penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva
tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva
yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
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Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), pada dasarnya semua barang
dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Oleh karena itu,
Direktorat Jenderal Pajak (2013) membuat daftar barang dan jasa yang tidak
dikenai PPN, yaitu barang yang tidak dikenai PPN, Barang pertama yang tidak
dikenai PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya.

Barang kedua adalah barang-barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak. Barang ketiga adalah makanan dan minuman
yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi
makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
Barang keempat yang tidak dikenai PPN adalah uang, emas batangan, dan surat
berharga.

Di sisi lain, terdapat jasa yang tidak dikenai PPN, yaitu jasa pelayanan
kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko,
jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan
hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan
di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga Kkerja, jasa

perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
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pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh

pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan

dipungut bayaran, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, jasa pengiriman uang

dengan wesel pos, dan jasa boga atau katering.

2.1.6 Saat dan Tempat Pajak Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, maka saat

penentuan PPN terutang adalah sebagai berikut:

a. Penyerahan BKP dalam Wilayah Pabean;

b. Penyerahan JKP dalam Wilayah Pabean;

c. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Pabean;

d. Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean;

e. Impor BKP;

f. Ekspor BKP Berwujud;

g. Ekspor BKP Tidak Berwujud;

h. Ekspor JKP;

i. Saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Sukardji (2014), berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
Nomor 11 Tahun 2020, maka saat tempat PPN terutang adalah sebagai berikut:

a. Tempat tinggal atau kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan;
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b. Tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor BKP;

c. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan
tertulis dari PKP sebagai tempat pemusatan pajak terutang (Peraturan Dirjen
Pajak Nomor Per-11/PJ/2020)

d. Ditetapkan oleh Dirjen Pajak;

e. Orang pribadi yang di tempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha, pajak
terutang di tempat kegiatan usaha dilakukan (Peraturan Dirjen Pajak Nomor
Per-11/PJ/2020);

f. Tempat bangunan sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri eks
Pasal 16C UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 (PMK
18/PMK.03/2021).

2.1.7 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013), Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa jumlah

Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan berikut ini adalah definisi

dari jenis-jenis DPP tersebut:

a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP),
tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang

dicantumkan dalam Faktur Pajak.



22

b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau
ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut
menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima
jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak
Berwujud.

c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk
ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN
yang dipungut menurut UU PPN.

d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan
Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah untuk pemakaian sendiri

BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba

kotor, untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau

Penggantian setelah dikurangi laba kotor, dan untuk penyerahan media rekaman

suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang selama ini merumuskan kebijakan
fiskal dan sektor keuangan meyakini bahwa dampak kenaikan tarif PPN menjadi

11% terhadap inflasi akan terbatas atau minimal. Hal ini disampaikan langsung
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oleh Ketua BKF Febrio Kacaribu. Menurutnya, sejauh ini laju inflasi masih sangat

terkendali.

Tarif PPN di Indonesia sendiri saat ini dinilai masih lebih rendah
dibandingkan negara-negara lain. Rata-rata tarif PPN global adalah 15%. Rata-
rata tarif PPN negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic

Co-operation and Development (OECD) adalah 19%.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2021), tarif yang dikenakan untuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM adalah:
a. Tarif PPN adalah 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada
tanggal 1 April 2022
b. Tarif PPN 12% (dua belas persen) yang berlaku paling lambat
tanggal 1 Januari 2025
c. Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) diterapkan atas ekspor
Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, ekspor BKP Tidak
Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.
d. Tarif PPNnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan
paling tinggi 200% (dua ratus persen).
e. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%
(nol persen).
2.1.8 Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 24 dan 25
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau

perolenan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
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Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari

luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak

Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut Sukardji (2014), prinsip pengkreditan Pajak Masukan tersirat
dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 mengandung 3

(tiga) prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

a. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang
sama;

b. Pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek
pajaknya;

c. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan
masa manfaat karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) mencerminkan jenis
PPN yang dianut UU PPN Indonesia, yaitu Pajak Pertambahan Nilai tipe
konsumsi.

Pedoman pengkreditan pajak masukan menurut waluyo (2008:93) adalah sebagai
berikut:

1. Pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman
perhitungan pengkreditan pajak masukan, dihitung dengan cara: Nilai

peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto yang terutang pajak
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pertambahan nilai pada masa pajak yang bersangkutan dikalikan dengan
tarif PPN. Dengan catatan di dalam nilai peredaran bruto tersebut tidak
termasuk pajak pertambahan nilai.
2. Adapun besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan bagi pengusaha
kena pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak
masukan, dihitung dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
a. Untuk penyerahan barang kena pajak sebesar 70% (tujuh puluh
persen) dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak
yang bersangkutan sebagaimkana dimaksud pada angka 1

b. Untuk penyerahan jasa kena pajak sebesar 40% (empat puluh
persen) dikalikan dengan jumlah pajak keluaran pada masa pajak

6yang bersangkutan sebagaimana dimaksudkan pada angka 1
Waluyo, (2011) menambahkan bahwa apabila dalam suatu masa pajak
terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat
dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAl)
(2015) menyatakan bahwa sesuai dengan UU PPN, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan tetapi belum dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa
Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum

dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
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2.1.9 Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Melalui Sistem
Elektronik
Menurut Peraturan Menteri Keuangan, (2022) Nomor 60/PMK.03/2022

tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah

Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mengungkapkan

mekanisme pembayaran, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) atas barang kena pajak tidak berwujud melalui sistem elektronik:

a. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (pasal 1 ayat
3);

b. Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk inforrnasi
elektronik atau digital meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi
atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk
elektronik, paling sedikit berupa piranti lunak, multimedia, dan/ atau data
elektronik (pasal 1 ayat 6);

c. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (pasal 2 ayat 1);

d. Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut,
disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik yang ditunjuk oleh Menteri (pasal 2 ayat 2);
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e. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu;

1) Sebesar 11% (sebelas persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak,
yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan

2) Sebesar 12% (dua belas persen) dikalikan dengan dasar pengenaan
pajak, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (pasal 6 ayat 1)

f. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
membuat bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)
berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen lain yang
sejenis, serta menyebutkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah
dilakukan pembayaran (Pasal 7 ayat 1 dan 2);

g. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap Masa Pajak paling
lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (Pasal 8 ayat 1);

h. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
dapat melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

(1) mata uang Rupiah, dengan kurs yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri yang berlaku pada tanggal penyetoran;

(2) mata uang Dollar Amerika Serikat; atau
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(3) mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
(pasal 8 ayat 3);

I. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dan yang telah disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), secara triwulanan untuk periode
3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode
triwulan berakhir (pasal 9 ayat 1);

J. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

(1) jumlah Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa;

(2) jumlah pembayaran;

(3) jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; dan

(4) rincian transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), untuk setiap Masa Pajak. (3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk
elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang disediakan
dan/ atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (pasal 9 ayat 2 dan 3).

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

No | Penelitidan | Judul Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Tahun
1. Irsan dan Faktor Determinan Berdasarkan penelitian yang

Lufriansyah | Penerimaan Pajak dilakukan pada KPP Pratama
Pertambahan Nilai Medan Kota 2016-2018, maka
(PPN) pada KPP dapat disimpulkan self assessment,
pemeriksaan pajak, dan penagihan

(2020)
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Pratama Medan Kota

pajak tidak berpengaruh terhadap
penerimaan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

Saragih dan | Analisis Penerapan Penerapan Akuntansi Pajak
Putri Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Pelabuhan
Pertambahan Nilai Indonesia | (Persero) telah
(2016) Pada PT. Pelabuhan | melaksanakan hak dan kewajiban
Indonesia I (Persero) | sudah sesuai dengan Undang-
Cabang Utama undang Pajak Pertambahan Nilai
Medan No. 42 Tahun 2009
Armaini Faktor-Faktor yang | Dari hasil penelitian yang
Mempengaruhi dilakukan dapat disimpulkan bahwa
(2015) Tingkat Kepatuhan | ada faktor-faktor
PKP dalam yang mempengaruhi tingkat
Melaksanakan kepatuhan PKP dalam
Kewajiban PPN di melaksanakan kewajiban
Kotamadya membayar PPN yaitu, Tingkat
Palembang pendidikan WP/PKP itu sendiri,
WP/PKP tidak mengetahui dengan
baik tenteng ketentuan dan
peraturan perpajakan yang harus
mereka laksanakan.
Januri Penerepan Pajak CV. Megah Mandiri merupakan
Pertambahan Nilai perusahaan yang bergerak dibidang
(2018) (PPN) Pada CV. pendistribusian rokok ataupun
Megah Medan distributor rokok untuk wilayah
Sumatera Utara. Implementasi PPN
Pada CV. Megan Mandiri kurang
baik dan tidak memadai untuk
menghasilkan informasi bagi
perusahaan untuk melakukan
perhitungan pajak yang terutang
maupun untuk pelaporan SPTMasa
PPN
Hanum Penerapan Akuntansi | Pemenuhan kewajiban Akuntansi
Pajak Pertambahan Pajak pertambahan Nilai pada PT.
(2010) Nilai Pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero)
Perkebunan sudah diterapkan dengan sesuai.

Nusantara IV

Hal itu dapat dilihat dari prosedur
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(Persero) pembukuan pajak pertambahan
nilaiyang diterapkan sudah sesuai
dengan ketentuan — ketentuan dan
Undang — undang perpajakan yang
berlaku

2.3 Kerangka Berpikir Konseptual
PT. Razza Prima Trafo yang beralamat di JI. Willem Iskandar No. 54-A

Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kabupaten, Kota Medan Kode Pos 20221
adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang electrical dan mechanical
engineering, contractor supplier instalatiur C. Class. Transaksi pembelian dan
penjualan barang kena pajak dalam usaha perusahaan tersebut merupakan objek
Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh
karena itu. perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN
maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan.
penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut.
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau
Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Undang-
undang Pasal 1 No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang
PPN Keluaran diperoleh Perusahaan atas transaksi penyerahan JKP kepada
kliennya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, klien perusahaan sebagian

besar adalah pemungut PPN. Besarnya nilai PPN Keluaran ditentukan dari nilai
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penyerahan JKP kepada kliennya. PPN Masukan diperoleh Perusahaan atas
transaksi pembelian BKP atau perolehan JKP kepada vendor. Besarnya nilai PPN
Masukan adalah 10% dari DPP yang dikenakan oleh vendor, sehingga nilai yang
dibayarkan oleh Perusahaan adalah DPP ditambah dengan PPN Masukan. Seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya, Perusahaan menjurnal PPN Masukan pada
posisi debet atas transaksi pembelian yang telah dilakukan.

Faktur Pajak Keluaran diterbitkan oleh Perusahaan atas transaksi penjualan
JKP baik kepada Bukan Pemungut maupun kepada Pemungut PPN. Dalam hal ini,
penerbitan Faktur Pajak Keluaran telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak No.13 Tahun 2010.

Mekanisme perhitungan PPN keluaran merupakan bagian dari nilai kontrak,
maka hal yang pertama dilakukan adalah mengetahui nilai kontrak dan termin
penyelesaiannya untuk dapat diketahui saat terhutangnya PPN Keluaran dalam
satu Masa Pajak.

Perusahaan wajib menghitung nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan yang
ada. Tujuan dari pengkreditan PPN Masukan adalah untuk mengetahui apakah ada
PPN terhutang yang harus disetorkan ke Kas Negara dalam hal PPN Keluaran
lebih besar dari PPN Masukan, atau apakah ada nilai PPN yang dikompensasikan
ke Masa Pajak berikutnya jika PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan.

PPN Masukan yang dikreditkan umumnya diperoleh atas transaksi
pembelian peralatan yang digunakan untuk penyemprotan hama, seragam untuk
para pekerja, bahan-bahan persediaan yang digunakan untuk penyemprotan hama
dan alat tulis kantor. Dalam hal pengkreditan PPN Masukan sesuai dengan pasal 9

UU No.42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
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UU Nomor 11 Tahun 2020 yaitu syarat PPN Masukan yang dapat dikreditkan

antara lain berdasarkan Faktur Pajak yang memenuhi syarat dan tidak termasuk

dalam pengecualian dalam UU tersebut.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.1. di bawah ini

Penerapan akuntansi pajak
pertambahan nilai (PPN) PT.

Razza Prima Trafo

\ 4

\ 4

Dasar Pengenaan pajak
pertambahan nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai
(PPN) terutang

NS

Perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai
(PPN)

Pencatatan PPN
Keluaran dan
Masukan

Penerbitan
Faktur Pajak
Keluaran

Mekanisme
Perhitungan
PPN Keluaran

Pengkreditan
PPN Masukan
dan Keluaran

\//

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual

Pelaporan Pajak Pertambahan




BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang disertai dengan angka-angka dan grafik
(Nazir, 2011). Menurut Sugiyono (2016) “Metode Deskriptif adalah suatu metode
yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek
yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”
3.2. Definisi Operasional

Penetapan definisi operasional diperlukan agar terjadi kesamaan persepsi
antara penulis dengan pembaca sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Adapun
definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan kepada konsumen

atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang dan/atau jasa di dalam
daerah pabean Republik Indonesia.

2. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau
Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan

Undang-undang Pasal 1 No. 42 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa
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kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 yang dipakai sebagai
dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

. Pajak pertambahan nilai (PPN) terutang

PPN Terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, ekspor
JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak
berwujud dan JKP di luar daerah pabean.

. PPN Masukan

Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar
oleh PKP atas perolehan barang/jasa kena pajak, pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor BKP dalam
masa pajak tertentu. Singkatnya, pajak masukan dalam PPN adalah
pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang
kena pajak.

. PPN Keluaran

Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut
oleh PKP saat menyerahkan barang/jasa kena pajak, ekspor barang kena
pajak berwujud/tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.
Singkatnya, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan
ketika PKP melakukan penjualan atas barang/jasa kena pajak.

. Pengkreditan PPN Masukan

Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap

PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Pengkreditan
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faktur pajak masukan adalah salah satu upaya untuk memasukkan kembali
PPN yang telah dibayar.
7. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran, merupakan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh

seorang Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan Barang Kena

Pajak, Jasa Kena Pajak, atau Barang Kena Pajak yang termasuk kategori

barang mewah.
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih adalah PT. Razza Prima Trafo yang
beralamat di JI. Willem Iskandar No. 54-A Kel. Indra Kasih Kec. Medan
Tembung, Kabupaten, Kota Medan Kode Pos 20221. Waktu pelaksanaan
penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2023 sampai Juli 2023 dengan format
sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian

No. Aktivitas Penelitian Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus
1. | Pengajuan Judul
2. | Penelitian Pendahuluan
(prariset)
3. | Penyusunan Proposal
4. | Pembimbingan Proposal
5. | Seminar Proposal
6. | Revisi
7. | Pengumpulan Data
8. | Pengolahan dan Analisis

Data
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9. | Penyusunan SKripsi
10. | Pembimbingan Skripsi
11. | Sidang Meja Hijau

3.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif. Sumber data
adalah subjek dari mana data diperoleh yang terdiri dari data primer dan data
sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.
Data Sekunder vyaitu data diperoleh dari sumber yang terdokumentasi di
perusahaan, berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta data
laporan keuangan. Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dengan
menggunakan metode yang telah ditentukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Observasi

Kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang
sedang dihadapi oleh perusahaan. Dalam hal ini peneliti memilih PT. Razza
Prima Trafo sebagai objek penelitian. Permasalahan yang dihadapi oleh
perusahaan kemudian diangkat sebagai judul penelitian dengan menentukan
batasan atau rumusan masalah agar penelitian menjadi lebih fokus.
2. Teknik Dokumentasi dan Wawancara

Suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan
secara langsung ke tempat objek yang diteliti dengan cara :

a. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui buku-

buku, jurnal, internet dan dengan melakukan penelitian terhadap
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dokumen-dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan
dengan penelitian.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan teknik tanya jawab secara langsung
dengan manajemen perusahaan. Kepala bagian akuntansi, dan karyawan-
karyawan yang terkait yang dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan dan data-data yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi
ini.

3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dapat digunakan pada judul "Analisis Penerapan
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Razza Prima Trafo" yaitu, Analisis
deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan
data—data dan subjek penelitian dengan menyajikan data—data secara sistematika
dan menyimpulkan hasil penelitian. (Ritonga, 2017). Teknik ini digunakan untuk
memberikan gambaran umum tentang data yang ada. Analisis deskriptif dapat
dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, atau angka-angka. Tujuan analisis
deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum
penghitungan pajak yang masih harus disetor atas Pajak Pertambahan Nilai di PT.
Razza Prima Trafo. Berikut Tahapan analisis data penelitian ini:
1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan
perusahaan.
3. Mengkonfirmasi data-data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di

bagian perpajakan.
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4. Menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan
perusahaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan
menurut Undang-Undang Perpajakan dan SAK tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

5. Menyimpulkan hasil penelitian.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

PT. Razza Prima Trafo merupakan perusahaan jasa di bidang teknik
elektrikal dan mekanikal, perusahaan instalasi kelas C, sesuai kapasitas site dan
sumber daya manusia. Perusahaan ini juga mengembangkan usaha yang meliputi
pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan (preventif dan korektif) transformator
distribusi khusus di Sumatera utara. Inspirasi dan motivasi, keinginan untuk
membantu dan bekerja sama dengan perusahaan trafo dalam menyelesaikan
masalah kelistrikan.

Bertahun-tahun pengalaman layanan komersial untuk usaha pelayanan
pekerjaan electrical dan mechanical engineering atau pekerjaan perbaikan dan
pemeliharaan trafo untuk mengatasi krisis listrik, yang merupakan aset
terpenting untuk menjadi perusahaan teratas di bidangnya.

Dengan membentuk satu kesatuan tim, tekad untuk menjadi perusahaan
yang lebih baik dan terpercaya melalui kepuasan pelanggan diwujudkan melalui
kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki keahlian khusus. Produk
dan jasa utilitas yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi sektor

ketenagalistrikan, tetapi juga bermanfaat bagi sektor lain dan masyarakat umum.
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4.1.2 Visidan Misi PT. Razza Prima Trafo

2) Visi

Menjadi perusahaan yang unggul melalui Produk dan Jasa yang

bermutu dan menjaga kepuasan pelanggan

3) Misi

1.

Membentuk kepuasan masyarakat melalui kelistrikan dengan
meningkatkan efisiensi, keandalan dan pelayanan.

Melakukan usaha secara etis, profesional, memiliki hubungan
bisnis yang luas dan akrab lingkungan.

Inovasi tiada henti untuk melakukan diversifikasi produk, jasa
dan pelayanan.

Memperoleh keuntungan yang dapat mendukung pengembangan
perusahaan yang sehat dengan pola pengembangan usaha yang
baik serta terjaminnya kelangsungan kegiatan usaha

Memperoleh kepercayaan melalui kepuasan pelanggan dan

terciptanya kesetiaan pelanggan.

4.2 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa angka

yang merupakan data-data keuangan yang terkait. Data tersebut adalah data

sekunder, data sekunder yaitu data yang diproleh dari data historis perusahaan

yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022
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4.3 Analisis Data

4.3.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang di gunakan PT. Razza Prima Trafo
dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai menggunakan
Harga Jual, dengan Harga Jual yang di terapkan adalah berdasarkan semua nilai
berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya di minta
oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut menurut Undang-undang PPN dan

Standar Akuntansi Keuangan yang cantumkan dalam Faktur Pajak.

4.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah 10% dan
11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP).

4.3.3 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta
PPN yang harus dipungut perusahaan berdasarkan rumus sebagai berikut:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak (11%)



42

Tabel 4. 1 Perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran Tahun 2022

PPN MASUKAN KURANG LEBIH
No. BULAN PPN KELUARAN BAYAR BAYAR
DPP PPN DPP PPN
a b c d=cx 10% e f=ex10% g9 h
2.422.131,00
1| JANUARI [o010| 53.177.573,00 5.317.757,00 | 77.398.880,00 | 7.739.888,00
030 | 2.434.516.521,00 | 243.451.652,00 - -
2.487.694.094,00 | 248.769.409,00 | 77.398.880,00 | 7.739.888,00
1.916.951,00
2 | FEBRUARI | 010 5.051.801,00 505.180,00 - -
030 | 4.986.919.636,00 | 498.691.960,00
4.991.971.437,00 | 499.197.140,00 - -
8.820.432,00
3| MARET |010| 721.319.832,00 | 72.131.983,00 | 613.946.009,00 | 61.394.600,00
030 | 7.845.332.995,00 | 784.533.291,00
8.566.652.827,00 | 856.665.274,00 | 613.946.009,00 | 61.394.600,00
39.938.775,00
4| APRIL 010 | 601.975.315,00 | 66.217.285,00 | 238.895.548,00 | 26.278.510,00
030 | 2.826.048.856,00 | 310.865.373,00
3.428.024.171,00 | 377.082.658,00 | 238.895.548,00 | 26.278.510,00
7.230.131,00
5| MEI 010 | 180.715.479,00 | 19.878.702,00 | 114.987.003,00 | 12.648.571,00
030 | 4.436.270.253,00 | 487.989.724,00
4.616.985.732,00 | 507.868.426,00 | 114.987.003,00 | 12.648.571,00
6.160.886,00
6 | JUNI 010 3.413.562,00 375.492,00 | 59.421.622,00 | 6.536.378,00
030 | 7.922.655.695,00 | 871.492.123,00
7.926.069.257,00 | 871.867.615,00 | 59.421.622,00 | 6.536.378,00
7| JuLi 010 | 50.058.651,00 5.506.452,00 654.434,00
030 | 4.224.860.693,00 | 464.734.673,00

4.274.919.344,00

470.241.125,00
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4.590.280,00
8 | AGUSTUS [ 010 | 19.491.205,00 2.144.032,00 55.271.620,00 |  6.079.878,00
030 | 6.455.201.202,00 | 710.072.128,00
6.474.692.407,00 | 712.216.160,00 | 55.271.620,00 |  6.079.878,00
3.795.745,00
9 | SEPTEMBER | 010 | 28.733.859,00 3.160.724,00 21.510.810,00 |  2.366.189,00
030 | 5.317.696.879,00 | 584.946.655,00
5.346.430.738,00 | 588.107.379,00 |  21.510.810,00 | 2.366.189,00
3.381.065,00
10 | OKTOBER | 010 [ 29.249.320,00 3.217.425,00 25.479.500,00 |  2.802.745,00
030 | 6.012.416.118,00 | 661.365.772,00
6.041.665.438,00 | 664.583.197,00 |  25.479.500,00 | 2.802.745,00
1.909.505,00
11 | NOVEMBER | 010 | 13.377.818,00 1.471.560,00
030 | 6.244.126.070,00 | 686.853.866,00
6.257.503.888,00 | 688.325.426,00 - -
12 | DESEMBER | 010 | 27.238.690,00 2.996.255,00 1.086.750,00
030 | 12.095.115.649,00 | 1.330.462.719,00
12.122.354.339,00 | 1.333.458.974,00 - -
TOTAL 32.245.091,00
72.534.963.672,00 | 7.818.382.783,00 | 1.206.910.992,00 | 125.846.759,00

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan jumlah pajak Masukan dan

Pajak Keluaran PT. Razza Prima trafo pada setiap bulannya. pada bulan

Januari dan Februari Jumlah pajak Masukan Lebih besar dibanding Pajak

Keluaran maka terjadi lebih bayar sebesar Rp. 4.339.082, maka akan

dikompensasikan ke bulan Maret.

Pada bulan Maret mengalami kurang bayar sebesar Rp. 8.820.432

dan PT. Razza Prima Trafo mengurangi Jumlah Pajak pada bulan Maret
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dengan kompensasi pada akhir Februari, jumlah yang akan disetor dapat
dikurangi dari hasil kompensasi akhir Februari sebesar Rp. 4.339.082, (Rp.
8.820.432- Rp. 4.339.082) maka jumlah yang akan disetor ke kas Negara
adalah sebesar Rp. 4.481.350

Pada bulan April jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN
Masukan sehingga terjadi PPN kurang bayar dan PT. Razza Prima Trafo
membayar ke kas Negara sebesar Rp. 39.938.775

Pada bulan Mei jumlah PPN Keluaran lebih besar dibanding PPN
Masukan sehingga terjadi PPN kurang bayar dan PT. Razza Prima Trafo
membayar ke kas Negara sebesar Rp. 7.230.131

Pada bulan April dan Mei mengalami kurang bayar atas PPN dan
PT. Razza Prima Trafo harus melunasi pada tanggal akhir bulan berikutnya.
Kelebihan bayar atas PPN pada bulan Juni, PT. Razza Prima trafo dapat
mengkompensasikan untuk masa pajak berikutnya dan dapat meminta
restitusi atas kelebihan tersebut. Pada saat terjadinya pembayaran di Bulan
April dan Mei atas kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp. 39.938.775
dan Rp. 7.230.131, maka saldo dari PPN Keluaran akan menjadi nol.

Pada bulan Juni sampai November PT. Razza Prima Trafo
mengalami lebih bayar sebesar Rp. 20.491.915 dan akan dikompensasikan
ke bulan Desember.

Pada akhir bulan Desember mengalami kurang bayar sebesar Rp.
1.086.750 dan PT. Razza Prima trafo mengurangi Jumlah Pajak pada bulan
Desember dengan kompensasi pada akhir November, namun jumlah

kompensasi pada akhir bulan November lebih besar dari pada jumlah Pajak
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Pada bulan Desember sehingga tersisa Piutang Pajak Sebesar Rp.
19.405.165 dan bisa dikompensasikan kembali pada bulan Januari 2023.
Jurnal penutup untuk masa Kurang bayar (Pada bulan Mei) adalah
sebagai berikut :
PPN Keluaran Rp. 19.878.702
PPN Masukan Rp. 12.648.571
PPN yang masih harus di bayar Rp. 7.230.131
Dan Lebih Bayar maka jurnal penutup untuk Masa Pajak (Pada bulan Juni)

adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran Rp. 375.492
PPN lebih bayar Rp. 6.160.886
PPN Masukan Rp. 6.536.378

Pencatatan jurnal yang di lakukan PT. Razza Prima Trafo terkait
dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari
sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Masa Januari 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Januari :

Piutang Dagang Rp. 2.736.463.503
PPN Keluaran Rp. 248.769.409
Penjualan Rp. 2.487.694.094

Pada bulan Januari terdapat penjualan Jasa Peltek Medan dan Sibolga,
Purifying Oli Trafo dan Pemasangan terminating Kit kepada PT. PLN

(Persero) secara kredit sesuai faktur No. 010.003-22.35667935
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Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :
Bank Rp. 2.736.463.503
Piutang Dagang Rp. 2.736.463.503

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Januari sbb:

Pembelian Rp. 292.371.787
PPN Masukan Rp. 29.237.179
Hutang Dagang Rp. 321.608.966

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian mobil dan peralatan otomotif
kepada PT. Adi Sarana Armada TBK dengan No. faktur 010.001-
22.42848622
Masa Februari 2022
Pencatatan untuk Penjualan Bulan Februari :
Piutang Dagang Rp. 5.491.168.579

PPN Keluaran Rp. 499.197.140

Penjualan Rp. 4.991.971.437
Pada bulan Februari terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, 11, 111 dan
P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No.
030.003-22.35667953
Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal shb :
Bank Rp. 5.491.168.579

Piutang Dagang Rp. 5.491.168.579
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Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Februari :

Pembelian Rp. 237.540.632
PPN Masukan Rp. 23.754.063
Hutang Dagang Rp. 261.294.695

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian berupa sewa mobil dan
peralatan mobil kepada PT. Adi Sarana Armada TBK dengan No. faktur
010.001-22.42862092
Masa Maret 2022
Pencatatan untuk Penjualan Bulan Maret :
Piutang Dagang Rp. 9.423.318.105
PPN Keluaran Rp. 856.665.274
Penjualan Rp. 8.566.652.827
Pada bulan Maret terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, 111 dan
Pembangunan SR/APP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai
faktur No. 030.003-22.35667995
Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal shb :
Bank Rp. 9.423.318.105
Piutang Dagang Rp. 9.423.318.105
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Maret :
Pembelian Rp. 179.448.470
PPN Masukan Rp. 17.944.846

Hutang Dagang Rp. 197.393.316
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PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian berupa sewa mobil dan Helix
HX5 15W-40 4*4L kepada PT. Mitra Petra Sejahtera dengan No. faktur
010.004-22.96278721

Masa April 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan April:

Piutang Dagang Rp. 3.805.106.830
PPN Keluaran Rp. 377.082.658
Penjualan Rp. 3.428.024.171

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal shb :

Bank Rp. 3.805.106.830
Piutang Dagang Rp. 3.805.106.830
Pada bulan April terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, 11, 11l dan

Sibolga kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.006-
22.14333842

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan April :

Pembelian Rp. 194.045.548
PPN Masukan Rp. 21.235.510
Hutang Dagang Rp. 215.281.058

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian berupa sewa mobil dan
material kepada PT. Adi Sarana Armada TBK dengan No. faktur 010.001-

22.42877256
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Masa Mei 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Mei :

Piutang Dagang Rp. 5.124.854.160
PPN Keluaran Rp. 507.868.426
Penjualan Rp. 4.616.985.732

Pada bulan Mei terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, IlI,
Sibolga, Padang Sidempuan dan P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero)
secara kredit sesuai faktur No. 031.006-22.14333858
Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal shb :
Bank Rp. 5.124.854.160

Piutang Dagang Rp. 5.124.854.160

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Mei :

Pembelian Rp. 56.137.003
PPN Masukan Rp. 6.175.071
Hutang Dagang Rp. 62.312.074

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian HX5 15W-40 4*4L dan Helix
HX5 15W-40 4*4L kepada PT. Selecindo Prima Energi dengan No. faktur
010.005-22.68455816
Masa Juni 2022
Pencatatan untuk Penjualan Bulan Juni :
Piutang Dagang Rp. 8.797.936.876

PPN Keluaran Rp. 871.867.615

Penjualan Rp. 7.926.069.257
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Pada bulan Juni terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, I, IlI,
Sibolga, Padang Sidempuan, P2TL ULP dan Sewa 1 Unit Double Cabin
UP3 kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.006-
22.14333889
Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal shb :
Bank Rp. 8.797.936.876

Piutang Dagang Rp. 8.797.936.876

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juni :

Pembelian Rp. 254.665.725
PPN Masukan Rp. 28.013.228
Hutang Dagang Rp. 282.678.953

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian HX5 15W-40 4*4L dan
Jointing Full Coldshrink kepada PT. Elektrisindo dengan No. faktur
010.005-22.90608132

Masa Juli 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Juli :

Piutang Dagang Rp. 4.745.160.471
PPN Keluaran Rp. 470.241.125
Penjualan Rp. 4.274.919.344

Pada bulan Juli terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, I, IlI,
Sibolga, dan P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuali

faktur No. 030.006-22.14333911
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Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :
Bank Rp. 4.745.160.471
Piutang Dagang Rp. 4.745.160.471

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juli :

Pembelian Rp. 182.169.634
PPN Masukan Rp. 20.038.659
Hutang Dagang Rp. 202.208.293

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian material kepada PT.
Selecindo Prima Energi dengan No. faktur 010.007-22.42165540
Masa Agustus 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Agustus :

Piutang Dagang Rp. 7.186.908.570
PPN Keluaran Rp. 712.216.160
Penjualan Rp. 6.474.692.407

Pada bulan Agustus terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, Il, IlI,
Sibolga, dan P2TL ULP kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai
faktur No. 030.008-22.26638588
Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :
Bank Rp. 7.186.908.570
Piutang Dagang Rp. 7.186.908.570
Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Agustus :
Pembelian Rp. 740.596.689
PPN Masukan Rp. 81.465.634

Hutang Dagang Rp. 822.062.323
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PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian mobil dan oli kendaraan
kepada PT. Deltamas Surya Indah Mulia dengan No. faktur 010.008-
22.06734166

Masa September 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan September:

Piutang Dagang Rp. 5.934.538.119
PPN Keluaran Rp. 588.107.379
Penjualan Rp. 5.346.430.738

Pada bulan September terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, 1I, I,
Sibolga kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.008-
22.26638608
Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :
Bank Rp. 5.934.538.119

Piutang Dagang Rp. 5.934.538.119

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan September :

Pembelian Rp. 110.200.088
PPN Masukan Rp. 11.954.112
Hutang Dagang Rp. 122.154.200

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian material dan HELIX HX5
15W-40 kepada PT. Selecindo Prima Energi dengan No. faktur 010.007-

22.42165651
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Masa Oktober 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Oktober :

Piutang Dagang Rp. 6.706.248.637
PPN Keluaran Rp. 664.583.197
Penjualan Rp. 6.041.665.438

Pada bulan Oktober terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, IlI,
Sibolga, dan Sewa 1 Unit Double Cabin UP3 kepada PT. PLN (Persero)

secara kredit sesuai faktur No. 030.008-22.26638630

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :
Bank Rp. 6.706.248.637
Piutang Dagang Rp. 6.706.248.637

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Oktober :

Pembelian Rp. 440.466.667
PPN Masukan Rp. 48.451.333
Hutang Dagang Rp. 488.918.000

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian material dan APAR
POWEROIL TO-20 kepada PT. Selecindo Prima Energi dengan No. faktur
010.007-22.42165835

Masa November 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan November :

Piutang Dagang Rp. 6.945.829.317

PPN Keluaran Rp. 688.325.426

Penjualan Rp. 6.257.503.888



54

Pada bulan November terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, I, 1lI,
Sibolga, dan Sewa kendaraan kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai
faktur No. 030.010-22.26980987
Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal shb :
Bank Rp. 6.945.829.317

Piutang Dagang Rp. 6.945.829.317

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan November :

Pembelian Rp. 17.258.018
PPN Masukan Rp. 1.898.382
Hutang Dagang Rp. 19.156.400

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian HELIX HX5 15W-40 12*1L
kepada PT. Mitra Petra Sejahtera dengan No. faktur 010.008-22.04900997
Masa Desember 2022

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Desember :

Piutang Dagang Rp. 13.455.813.280
PPN Keluaran Rp. 1.333.458.974
Penjualan Rp.12.122.354.299

Pada bulan Desember terdapat penjualan Jasa Peltek Medan Zona I, II, I,
Sibolga, Pengadaan dan Pemasangan BPBL dan pembelian alat kerja
kepada PT. PLN (Persero) secara kredit sesuai faktur No. 030.010-
22.26981050

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sbb :

Bank Rp. 13.455.813.280

Piutang Dagang Rp. 13.455.813.280
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Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Desember :

Pembelian Rp. 157.641.524
PPN Masukan Rp. 17.340.567
Hutang Dagang Rp. 174.982.091

PT. Razza Prima Trafo melakukan pembelian APAR POWEROIL TO-
20@200 L dan Enamelled Wire kepada PT. Kawat Enamel Indonesia

dengan No. faktur 010.001-22.35739334

4.3.4 Mekanisme Pengkreditan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak masukan pada dasarnya dikreditkan dengan pajak keluaran, pajak
masukan dapat dikreditkan apabila perolehan barang kena pajak atau jasa kena
pajak kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, barang yang dijual
merupakan baran kena pajak, impor BKP oleh pengusaha kena pajak, ekspor
JKP oleh PKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, ekspor barang
berwujud/tidak berwujud oleh pengusaha, dan pemanfaatan BKP tidak berwujud
dari luar daerah pabedan di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar
daerah pabean di dalam daerah pabedan, perolehan BKP atau JKP yang faktur
pajaknya telah memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dengan pasal 13
ayat (5) Undang Undang 42 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Razza Prima Trafo bahwa
semua pajak masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan karena telah
memenuhi kriteria sebagai pajak yang dapat dikereditkan sesuai dengan Undang
Undang Nomor 42 Tahun 2009. Untuk membayar/menyetor PPN digunakan

formulir Surat Setoran Pajak yang tersedia di kantor-kantor pelayaan pajak dan
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kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di seluruh Indonesia.

Surat setoran pajak menjadi lengkap dan sah bila jumlah ppn yang
disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominative wajib
pajak yang dibuat oleh bank penerima pembayaran, kantor pos dan giro, atau
kantor direktorat jendral bea dan cukai penerima setoran. PT. Razza Prima Trafo
adalah pengusaha kena pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu pajak
penghasil dan dan ppn pada khususnya.

PT. Razza Prima Trafo menggunakan mekanisme pengkreditan pajak
masukan. Pada saat perusahaan melakukan pembelian dikenakan pajak masukan.
Sebaliknya jika perusahaan melakukan penjualan perusahaan berhak memungut
pajak keluaran. Dalam hal ini jumlah penjualan sangat dibutuhkan dalam
mekanisme penyetoran untuk menghitung nilai pajak keluaran guna
meminimalisir beban pajak terutang tetapi jumlah penjualan pada SPT Masa
PPN PT. Razza Prima Trafo terdapat kesalahan dalam perhitungan.

Metode pencatatan Akuntansi yang digunakan oleh PT. Razza Prima Trafo
untuk mencatat PPN menggunakan metode Akrual Basis dimana PPN yang
terutang pada saat penyerahan BKP meskipun penyerahan tersebut belum
sepenuhnya diterima pembayarannya. Pencatatan atas pembelian tunai dilakukan
dengan mendebit persediaan dan PPN Masukan, serta mengkrdit Perkiraan kas,
Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit
perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya.

Berdasarkan atas pelaporan PPN pada PT. Razza Prima Trafo dapat di

simpulkan sebagai berikut :
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1. Berdasarkan tabel data di atas bahwa mulai dari pelaporan, penjurnalan dan
penghitungan PPN PT. Razza Prima Trafosesuai dengan SAK yang berlaku
dan sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009 .

2. Pada Setiap akhir bulan PT. Razza Prima Trafo membuat jurnal Penutup
untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari
Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan
apabila Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat
kelebihan pembayaran.

3. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Razza Prima Trafo
selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.

4. Faktur - faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah disimpan dengan
rapi, sehingga memudahkan untuk penyetoran dan pelaporan PPN.

5. Faktur - faktur pajak yang di simpan oleh perusahaan juga tidak terdapat
yang cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan,

nama lengkap dan jabatan serta cap atau setempel dari perusahaan

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa
perhitungan tarif pajak PPN telah sesuai dengan ketentuan Undang — Undang No.
42 tahun 2009 dan PSAK No. 34. Penghitungan Pajak Masukan dan Pajak
Keluaran pada PT. Razza Prima Trafo menggunakan Mekanisme kredit. Menurut
Undang Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009, Perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit
berarti mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan terhadap pajak keluaran

dan PT. Razza Prima Trafo telah melakukan pembukuan dimana memakai standar
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akuntansi keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik
akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai

pengaruh sebagai dasar pengenaan pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 4. 2 Pembelian pada Buku Besar dan SPT Masa PPN PT. Razza Prima
Trafo Tahun 2022

Keterangan 2022
Pembelian pada Buku Besar Rp. 307.508.584
Pembelian pada SPT Masa PPN Rp. 125.846.759

Tabel 4. 3 Pembelian pada Buku Besar Per Bulan
Bulan 2022

Januari Rp. 29.237.179
Februari Rp. 23.754.063
Maret Rp. 17.944.846
April Rp. 21.235.510
Mei Rp. 6.175.071
Juni Rp. 28.013.228
Juli Rp. 20.038.659
Agustus Rp. 81.465.634
September Rp. 11.954.112
Oktober Rp. 48.451.333
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November Rp. 1.898.382
Desember Rp. 17.340.567
Total Rp. 307.508.584

Dari data tabel 4.2 pembelian di atas dapat terlihat bahwa jumlah
pembelian di buku besar dengan pembelian di SPT Masa PPN PT. Razza Prima
trafo mengalami perbedaan, di mana jumlah pembelian di buku besar sebesar Rp.
307.508.584 jika dibandingkan dengan pembelian yang berada di SPT Masa PPN
yaitu sebesar Rp 125.846.759 akan mengalami perbedaan selisih yang cukup

singnifikan yaitu jumlah pembelian sebesar Rp 181.661.825 di tahun 2022

Perbedaan jumlah pembelian di buku besar dengan SPT Masa PPN yang
diteliti disebabkan karena adanya perbedaan objek penyerahan PPN yang tidak
dilaporkan atau kurang lapor. Hal ini disebabkan karena kelalaian perusahaan
yang biasanya tidak disengaja. Faktor ini akan membawa konsekuensi sanksi

perpajakan

Menurut penelitian terdahulu (Gustiawan, 2011) pada PT. TTI Faktor
faktor penyebab perbedaan peredaran usaha antara SPT Tahunan PPh Badan dan
SPT Masa PPN di mana perbedaan perlakuan terjadi akibat adanya transaksi
transaksi akhir bulan sehingga jumlah peredaran tidak signifikan terjadi karena
adanya perbedaan masa dan jumlah pelaporan mempengaruhi jumlah pembelian

SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Dari penyebab perbedaan jumlah
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pembelian di atas pada buku besar dan SPT Masa PPN di atas PT. Razza Prima

Trafo sudah memadai dalam membuat keputusan laporan keuangan

Dari data tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan pencatatan dan pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Razza Prima Trafo telah sesuai

dengan SAK dan undang-undang

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh PT. Razza Prima
Trafo pada tahun 2022 adalah 10% dan 11% pada tanggal 1 April 2022.
Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tarif Pajak Pertambahan Nilai
yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa “Tarif Pajak
Pertambahan Nilai adalah 11%”. Maka dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak
Pertambahan Nilai yang dikenakan PT. Razza Prima Trafo telah sesuai dengan

Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak
Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Untuk keperluan mengkreditkan Pajak
Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenubhi
ketentuan selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenubhi
persyaratan, kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 ayat (9) dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Apabila
dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari
pada pajak keluaran, selisihnya merupakan pajak yang dikompensasikan ke Masa

Pajak berikutnya”.

Dan menurut teori tersebut PT. Razza Prima Trafo telah melaksanakan dan

sesuai dengan ketentuan dan persyaratan untuk mengkreditkan Pajak Masukan
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nya terhadap Pajak Keluaran. Dalam pelaksanaannya bahwa PT. Razza Prima
Trafotelah melaporkan pajaknya tidak lewat pada tanggal 30 pada setiap
bulannya, dan penulis menganggap perusahaan telah mengikuti aturan Undang-
Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009 dan PSAK No. 34, dalam hal penyetoran
PPN ke Kas Negara. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama
akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat

Pemberitahan Masa Pajak Pertambahan Nilai.



BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh
penulis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Razza Prima Trafo
telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-
Undang pajak pertambahan nilai pajak no. 42 tahun 2009 dan PSAK 34,
dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN
sudah tepat waktu serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai
dengan Undang-Undang. Serta melalui penerapan PPN PT. Razza Prima
Trafo yaitu adanya pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak yang
dipungut PPN sehingga selisih jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
menghasilkan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan, dan
hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

2. Pajak Pertambahan Nilai yang menghasilkan lebih bayar dapat
mengkompensasikan tiap akhir bulan ke masa pajak berikutnya,
mengajukan pengembalian atau restitusi atas PPN lebih bayar dan PPN yang
menghasilkan kurang bayar dapat menyetor ke kas negara dengan
mengurangi jumlah pajak yang dikompensasikan pada masa pajak

sebelumnya
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3. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah PPN
masukan pada tahun 2022 karena adanya kekeliruan yang disebabkan
perubahan PPN menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022 yang ada pada

buku besar dan SPT Masa PPN dan adanya objek kurang lapor.

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan pada PT. Razza Prima Trafo
adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Razza Prima Trafo lebih teliti dalam hal melakukan
Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai agar Jumlah Pendapatan
yang diperoleh dan dicatat dalam SPT Masa PPN dan buku besar sama
dengan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan Jumlah PPN Terhutang
yang wajib dilaporkan dan disetor dalam SPT Masa PPN.

2. Sebaiknya PT. Razza Prima Trafo dapat mempertahankan siklus akuntansi
pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar sesuai dengan undang —
undang no. 42 tahun 2009 dan SAK sehingga tidak terjadi kekeliruan.

3. Dalam melaporkan SPT masa PPN PT. Razza Prima Trafo sebaiknya
melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporannya untuk menghindari

keterlambatan dan sanksi administrasi perpajakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian

antara lain :
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1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir karena objek dalam penelitian
hanya dilakukan pada satu tempat, yakni PT. Razza Prima Trafo

2. Perusahaan memberikan laporan berupa SPT masa PPN dalam bentuk file
dan masih ada kesalahan perhitungan pada setiap bulannya sehingga penulis

harus menghitung ulang kembali dari tahun 2017 — 2022
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STAPLES  AREA STAPLES ARE
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
FORMULIR
(SPT MASA PPN) 111
"E;E,’:;i,"’,"j‘mfgﬁfﬁz’:;" Bacalah terlebily dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Beri fanda X dalam D yang sesusi %{ﬁz‘ l !

navapke 1 RAZZA PRIMA TRAFO

newe: 312104516

~ 113 . 000

At 2 JL W, ISKANDAR NO.54-A - KOTA MEDAN

masA: 09 =409 -2022

mbwe: 1 se12

(AT Yy}
TELEPON 0516636755 w° 1081370064018 KWU:46100  Pembenisnke:) (nol ) [ Wajib PPnBM
1. PENYERAHAN BARANG DAN JASA bPp oPN
A. Terutang PPN:
§ 1. Ekspar Rp. 0,00
g 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri E) Rp. 28.733.859,00 gy, 3.160.724,00
§ 3. Penyerahan yang PPN-ya dipurigut cleh Femangul 2PN [2 Ro. 5.317.696.879,00 g, 584.946.655,00
§ 4. Penyerahan yang PPN-niya tidak dipungut @Rp. 0,00 Rp. 0,00
3
% 5 yang dari PPN [Dro. 0,00 g, 0,00
§~ JSumlah (LAS + A2+ IAZ+1Ad+AS) Rp 5.346.430.738.00 =y 588.107.379.00
= B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00
=
b7} C. Jumlah Seturuh Penyerahan (LA + B} Rp. 5.346.430.738,00
=
£ i1, PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR
-
o | A PajakKeiuaran yang harus dipungut sendi (dumiah PPN pada LA2) re. 3.160.724,00
&
S5 8 rPNdietor dimuka o Masa Pajak yang sama Ro, 0,00
5
5 § C. Psjak Masubkan yang dapat diperhiungkan [E)ro. 6.956.469,00
E ;: D. PPN kurang atau {lebili) bayar (LA~ 18 - 11.C} Rp. -3.795.745,00
5§ | E.PPNkerang atau (ebih) bayar pada SPT yang dbetulkan Rp.
g
% g F. PPN kurang slau {iebih} bayar karena pembetulan (I.D - ILE) Rp.
%f‘j G.PPN kurang bayar dilunasi tanggal _ (dd-mimn-yyyy) NTPN:
SE | H.PPNlctin bayar paca :
£3 1.4]X | Buti 11D (Disi Gatam hal SPT bukan Pembetul 12{ |sutr D ata F  (Diisf dalam hal SPT I
EE 4 utir 11D (Disi datam ha embetulan) D D D ButirILF  (Diisf dalam hal SPT Pembetulan)
5% Oleh 124 KP Pasal @ ayat (4b) PPN aty 22 [ | Selain PKPPasal 8 ayat (4b) PPN
Sg
z % diminta untuk 131 ke Masa Pajak atay D Dikompensasikan ke Masa Pajak -
=5 3 Dikembalikan (Restitusi) Grmyyy)
3"‘} .2 D kembalikan (I i}
58 Khusus Restitusi untuk PKP :
§ ; Pasal 17CKUP  dilakukan dengan : D Prosedur Biasa  ateu D Pengembalian Pendahufuan
£g
: ateu | |Passl 17DKUP diokukandengan: | |ProsedurBiesa  atew || Pengembalian Pendahuluan
s
g % atau |_|Pasal 9 ayat (4c] PPN diakuken dengan Pengembalion Pendahuluan
© T
§’§ lll. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
S5 | A Jumiah DasarPengenaan Pajok :  Ro. 0,00
oG T
-2 | 3.PPNTeutang : Rp. 0,00
§ & | C.Dilunasi Tanggal omyyy) NN [
£ 2 | v, PEMBAYARAN KEMBAL! PAJAK MASUKAN BAG! PKP GAGAL BERPRODUKS!
Z§ g A, PPN yang wajib dibayar kembali :  Rp. 0,00
E,’ Z B. Dilunasi Tanggal 2 {ddmmypyt NTPN
£E | V.PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
E3 g A.PPBM yang harus dipungut senditi ~ D Rp. 0,00
o
g% 8. PPaBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
©= | C.PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VA-VB) Re, 0,00
o
£ . 0. PPnBid kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetuikan R,
Eo= v
25| e PPoBM kurang atau (ebih) bayar kerena pembetulan {V.C - V.0) Rp,
5
- g’g F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal {oc-mm-yyyyl NTPN 2
% FS | VI KELENGKAPAN SPT .
£33 Formulir 1111 A2 Formutir 111182 [ |SSPPPN____lembar [ | Surat KuasaKhusus
[ Jromuirtreie1 [ Fomuirrisans [ |sspepnsm__ temoar [ | : lembar
KOTA MEDAN 3] _—;I 0-2022 (dd-mmyyyy)
PERNYATAAN : N g
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, Tands tangan
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA VANG TELAH SAYA X
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA Nama Jelas
ADALAH BEMAR, LENGKAP JELAS DAN TIDAK BERSYARAT, [ Jhueea Jahatan
Cap Perusahaan :

F1.232.04
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REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

[

FORMULIR 1111 AB
{Bita tidak ada transaksi tidak perly dilampirkar) .j:]

nanar@ : RAZZA PRIMA TRAFO oz 00 09 - 2022 (mm-mm-yyyy)
NPWR 1312104516 - 113 . 000 Pambetion ke : 0 {_nol )
URAIAN | DPP (Rupiah) [ PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupian)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A.[Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP 0] 0,0 |
B. |Penyerahan Dalam Negeri
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A2 5.346.430.738,00 588.107.379,00 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung 0,00 0,00 0,00
C. |Rincian Penyerahan Dalam Negeri
S . g not P K (A8 o G0 G B oo L) 2873385900 3.160.724,00 000
2 'P:‘:rz.'eﬁh?:eg« il:ivn:t;uKFFand‘ﬂg\PnEM-nyn dipungut oleh Pemungut PPN [D 5,317.606.879,00 584.046 655,00 0,00
3 ﬁ:ﬂfﬁhﬁgggngv_‘slitlpﬂg‘u':irggan PPrBM-nya tidak dipungut E} 0,00 0,00 0,00
3 z:m.,: 18,1 «ey;. e ek Pk ansa&i PR RR O oW [D 0,00 0.0 0.0
I. Rekapitulasi Perolehan :
e e el 11 000 000 0w
B. | Perclshan BKPLIK® dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 21.510.810,00 2.366.189,00 0,00
C. ::::i“:g:lwvjﬁ?i?:nm Yang PM-nya Tidak Dapal Dkreditkan danalav impor atau Peroighan Yang _B} 0,00 0,00 0.00
D.| Jumiah Perolehan (ILA + ILB + 11.C) 21.510.810,00 2.366.189,00 0,00

Ill. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. [ Pajak Masukan atas f an yang Dapat Dikredi (LA+NB)

2.366.189,00 |

B. | Pajak Masukan Lainnya

1. Kompensasi kelzbihan PPN Masa Pajak sebelumnya 4.590.280,00
2. i kelshiban PPN karena SPT PPN Masa Pajak_NUIl_ e (VYY) 0,00
3. Hasli Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telsh dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pejak Masukan 0,00
4. Jumlah (I1.B.A + 111.8.2 + 1i1.B.3) 4.590,280,00
G, | Jumlah Pajak yang Dapat Diperhil (A +1IL.B4) ) 6.956.469,00
0423207
A s c . . s " ' ' X L M n o
115 P, SELECDO PRIMA ENERGI OILOOT-E2 4RSS | 16 Aguous 2022 6165 andaz 405100 || Mwerial w
116 T MITRA, PETR A SEJAHTERA VIOO0T-22 0NN | P-hug22 5320876 31804 3305250 || O Kendorsn HELIX
17 7. SELECINDO PRIMAA ENERGI ON0007-22.4916559 | t6-hug22 t52.703 e 465,500 | Joink Stasue 4L 70 s s0sa1
113 1. SELECINDO PRIMA ENERGI M000T-E2ARESZ | 30-hage2e 6193063 sas53 3021.100 || Maerial
113 P, SELECIDO PRIMA ENERGI DI000T-22 42065855 | 2-ag-22 e 34436 45000 | Fuse Link 50 4 Fuzegesr
120 1. SELECNDO PRIMA ENERGI 000722 deSERT | 24-age2 sta8m sa125 526,000 || i ] 2 )
121 PTOELTAMAS SURVAINDAH Y| 01.672.265.0-123.000 || ainoos-z208Tséies | 24-Aug-22 hazszs Bz 188:354.000 || TOTATA AVANZA LSE 1 1ataTes2
122 PTOELTAMAS SURVAINDAH N 01.672.265.0-123.000 || wiooos-za0stsss | 24-muge22 183291802 15762108 L0500 || TOVOTA AGYA 125 1l tzoss.s01
123 PTOELTAMAS SURVAINDAH N 01.672.285.0-123.000 || soo0e-zzoetoses | 2e-muged2 ogzaszs B 192:354.000 || TOTATA AVANZA1SE 1 naTeasE
122
15 740.536.609 1465634 | vae.0ve523
126 e
17 CW ANUGERAH SUKSESMAN| 02.745.462.4-11000 || ai0.00z-21z574042 5000000 1600000 500000 | dparPowsr DITOE0®20{  £00.000 Livr 4.000.008
18 PT. SELECINOO PRIMA ENERG]| 81.445.326.3-125.000 || aioor-etmaatest Tan.000 19.000 562,000 | Rack ©T Tanduk 1 625000
123 Cv ANUGERAH SUKSESMAND| 02.745.462.4-111000 || omooz-zessozsss | w-sepeez £5.000.000 5050000 $1060.000 | wpr Power DITO-20 @20 200000 Lier 4500000
130 PT. SELECINDO PRIMA ENERGY| £1.445.926.9-125.000 || oo0or-2242i5a1 | 26-8ep-22 8020150 3832220 10012400 || maeeis
131 PT. SELECINDO PRIMA ENERGY| £1.445.926.9-125.000 || otmoor-zzzissmar T5-sepe2e iata4t e 000
132 PT. SELECINOO PRIMA ENERG| £1.445.326.9-125.000 || moooi-2eszmssan | 03-5up-22 az5.285 s 412000 3 26517
133 PT. SELECINDO PRIMA ENERG{| 81.445.926.9-125.000 || omoor-zesztsess | o2z e P 76500 . rzar
132 PT. SELECINDO PRIMA ENERGY| £1.445.926.9-125.000 || omoor-zadzisssss | 0222 1531441 245y 21500
135 PT. SELECINDO PRIMA ENERGY| 61.445.926.9-125.000 || oio0or-224zisest | 02-5ep-22 st 453 48500
136 Cy ANUGERAH SUKSESMAND 02.743.462.4-111000 || moooz-zesisaest | 23-sup-22 23000000 2530000 25530000 || Apar Power DITO-20 @200 Liter 4600.000
137 PTMITRA PETRA SEJAHTERA | 02.200.128.1-123.000 || omoor-2ooss00ser | to-sepeez PEsree s46.0%6 5500400 || HELIXHXS 1540 2ss.86
138 PTMITRA PETRA SEJAHTERA | 02,200,128 1-123.000 || omoor-zaossoss | 288022 son4s2e 546,076 5510400 || HELIX HXS 1540 285438
139 110,200,085 195412 122154200
130 fT=3
181
122 PTOELTAMAS SURVAINDAH N 01.672.285.0-123.000 || et0.000-zz067snern thoezz 5154.955 3250045 238.5662000 || TOYOTAHILLX 24 60C FEE
123 C ANUGERAH SUKSESMAND 02.745.462.0-11L000 || mooos-sassmeent | epocea 1000000 50000 S2AT0.000 || APAR POVEROILTO-20 | 200UTER 10 DRUM 00000
123 PT. SELECINDO PRIMA ENERG| 61.445.926.9-125.000 || omoor-z2.421sss21 a5.0022 R a5 5525300 || Weril
125 CY ANUGERAH SUKSESMAND] 02.743.462.4-111000 || otnsns-2265158828 | 2sterzz 500,000 2088.000 20585000 | APARPOWERDILTO-20 | 200LTER & DRUM 400000
146 PT. SELECINDD PRIM ENERGH|_ 51445926 000 || owoor-zszissess | ewoers Tista oo 5555000 || Marerisl
147 440,466,667 46.451.353 456.915.000
143 [ma
129
s PTMITRA PETRA SEJAHTERA | 02.200.128+123.000 || owoos-2o0ss00see | te-Hor-22 6450 rona50 10,569,600 || HELIX HXS 15%-40 8241 @ 295495
151 PTMITRA PETRA SEJAHTERA | 02,200,128 1-123.000 || otwons-2004500587 | t6-hov-22 7441583 18,232 5286500 || HELIC HXS 153-40 121 20 4175
152 11255015 553382 35,156,400
s3 M |ees
154 CW ANUGERAH SUKSESMAND) 02.743.462.4-111000 || omoos-226058842 | 08-Deciz 25500000 3168000 SL365000 || APAR POWERDILTO-200) . 4500000
155 P FintisT ENAMEL INDONESH| £5.009.534,8-452,000 || mo 07-Dec:22 1zanssze 14172567 143,018,091 Enmelled wire
156 51641524 1340567 T1a.902.0m
157
158 2.862.541.785 507506564 | 5.17T0.050.563
159
160




JL Kapten MukhAlnr BmFKONOMl DAN BlSNIS

Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

B 00 e
‘RMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. A : ‘
O-Agenda: IDLISKR/AKT/FEB/UMSUI31/01/2003
Kepada Yth. :
Ketua Program Studi Akuntansj Medan. 210112023
Fakultas Ekonomi dan Bisnig
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jihan Lorenza Tanjung
NPM 1 1905170227

Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi

: Akuntansi Perpajakan

].):.ﬂam tangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut
ini:

Identifikasi Masalah  : 1) perusahaan kurang efisien dalam pembayaran Pajak Pertambzhan Nilai
{PPN) yang terutang hal ini disebabkan karena belum melakukan
perencanazn pajax (Tax Planiing) 2) Masih minimnya penerapan
akuntansi pajak pertambahan rilai di perusahaan tersebut 3) Minimnya
kesadaran wajib pajak perusahaan dalam penghitungan besarnya angsuran
bulanan yang harus dibayar sengiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan

o

Rencana Judul . Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak
s Pertambahan Nilai (PPN}
© 2. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25
S 4 : > ~.:
Objek/Lokasi Penelitian: PT. RATH PRIMA TRAO

 Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
o .

Hormat Saya

Pemohon

mr W
i 2

=

. i

.. . .
(Jihan Lorenza Tanjung)
Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengen nomor agenda pada saal pengajuan judul online. Halaman ke

1 dari 2 halaman




MAJELIS
UNNERS'TKSE':ADIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JL Kapten Mukh
h tar Y
Rasrl No. 3. Mcdan, TelIp. 061-6624567, Knde Pos 20238

: AKT/FEB/UMSU/31/01/2023
Nama Mahasiswa : Jihan Lorenza Tanjung
NPM 11905170227
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Jucul :31/01/2023

Namz Dosen pembimbing”

............................................................................................

Judul Disetujui™ - : Anctisss...Reneapan.. Alundun .. Ayl Pectembaboo..

{ T

Luh o

"L\.,, - Medan, ... A‘z ..... k""5
'Disahkan oleh:

. Ketua Program Studi Akuntansi

*):; Diisi cleh Pimpivag nm-,;m-‘sm g
» 4§ Diisi oleh Daszn Pebimbing
settah disatiion oleh Predi dan Dozen Pembimbing. scun/foto dsn upicadich lembaran ke-2 ini pazh form online “Uplosd peagesshan Jirdul Skripe™

T Ny, B e
N WA
i, 1ot
4
Lembaran inl dinyataken sah jika nemor sgenda sema dengan nomar agenda pada sast pengsjuen judul onfne. khailaman k
2 dori 2 halaman &



MAELIS PENDIDIKAN 118G prgy i
NELITIAN

UNIVERSITAS MUHAM

MADIYAH s
FAKU UMATERA UTARA
UMSU Terakreditasi A Bordagark LTAS EKONOMI DAN BISNIS

U an Keputy
Pusat Administrasi; J. eusan Badan A i
- +Jalan Mukhtar reditasl Nasional pe ,
I""P'“.Y' R{‘phup:meb.u"‘su'ac‘ld o hb Bﬂar‘ NO. k] Modﬂn 2023“ T0|p. (061) 6;2;‘;:;“ Tlngg' o NSREL AR D
g @msuacld  Numsumodan f - 66224567 Fax, (061) 6625474 - 6631003
e an - [Bumsumedan  Fjumsumedan

PENETAPAN D
) \ DOSEN PEMBI
PROPOSAL / SKRIPSI MAHA]glnSI\I:/i

SPENGENMBANC (v
'EMBANGAN PIVIPINAN PUSAT MUILOIIADI A1

©umsumedan

—

NOMOR :
MOR : 1039/T GS/II.S-AU'/UMSU-(]S/F/ZOZS

Ass ;
alamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Memta T4t s
s B aml' liiun Blsn1§_Un1verS|las Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
n judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris .

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

b e hestel i
BEQ inid tiétietapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :
ﬁﬂﬁl& : Jihan Lorenza Tanjung

. : 1905170227
Semesfet : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judbl Proposal / Skripsks : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT.
Razza Prima Trafo

Dosen Pembimbing:,, : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Mengan demikian:diizinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan

1. Penulisar bérpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fekultas Ekonomi

dan BisnigMaY
7. Pelakasafizaiisidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar

l’roﬁbsaki%@f dengan Surat Penetapan Dosen Pcmbim.bing. Skripsi _

3. Proyek gmmr/ Skripsi dinyatakan ” BATAL ” bila tidak selesai sebelum Masa
Dalugrsa g : 11 April 2024

4. Revisi Ju%x;,‘v..

WassaIamy.’a{g{&mﬁlrahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal - 20 Ramadhan 1444 H
11 April 2023 M

S

K E S
L A
w ;’f:

A
DriaTodatiri., SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502

Tembusan :

e e —

1. Pertinggal

Agensl Kelavaten Malaysio
Mataysdan (Rl = Aoy §




¢

i Yib, .
F_‘:‘:,‘,smﬂnns 1 rogram Studi
:f:“.nns pkonomi dan Bisnis UMSU

i
P Medan

e s

\ssalamu':\l:\ikum Wr. Wh.

.

Gava YANg bertanda tangan di bawah jpj:

R i
0 1agoh el 50130
tored

Nama Lengkap diall
VIH (AW
LID[r[efn]z [A]| |T(Aa|n]|o|v [V
NPM 1
SN, { 9 015 '?‘ Flol 2|2 2
Tempat Tel. Lahir
B £ ,L_HBUHHU BlA|T|v]| |z]|2|o[k|T|D B
o MER] |2 oo |1 |
AL -
P%MN Studi + Akuntansi /
I S
Afnh i > ]
™ 1 |PLAlRD 616 | Jklelt oA [RI6 AL
i & e ol s Lik|-j0]2 L - m
T@pat?éneliﬁan el R|A|z2I2|A PRl {m]|n T|R|AIF
y 48 yar?, - '*““0 '
mbs | T e
Fon 42 Ypmb ’
.A.Tamatl?cncliﬁégikm-.a(_ wlo fCie el [t1S8 «[a[vlo(n|r
ann enadeefS ol 15 (4 la], [uN[p|RIA| |K|IPIS 1114 .l
mle|daln] |Tlelmlielo[0]6 |
res AL it

g _?. i
Mgiiohon }5@1‘: 4 Bapak untuk
identifikdsi‘masalah dari sahaan terse
identifikds aa;:!bh dari perusahaan ter

. Berikut sayd |ampirkan syarat-cyaral lain:
* 1. Transkrip nilat sémentara

Demikiznlah, pepnohonan ini saya buat dengan schenarya,

i

Ketua/Se

N2, Kﬁ)ﬁ,msi SPP {ahap berjalan

Diketahui
rig Progra

Studi

(R, b Hsabeg SE-41H)

pembuatan izin Penel
but guna peigajuan judul penelitian.

itian sebagai syarat untuk memperoleh data dan

atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohoin




Ulﬂulkmmm &) bttp:/ifeb.umsu,ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN 118G
ANTNGGEPENEL Iy

UNIVERSITAS My
FAKULTAS E

UMSU Terakreditasi A Berdasark

‘NQ;K;L\IMN(;'“ PIMPINAN PUSAT MUIANLADIYAL
" IYAH SUMATERA UTARA
ONOMI DAN BISNIS

) an K
U Pusat Administrasi: Jalan M EPUtusan Baan Akreditasi Nasjonal

ukhtar Bag Pe inggi
e e e L
- - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

4 Humsumedan @) ym
- 1038/11.3- sumedan  {Fumsumedan  @umsumedan
I[ffnl:;)irrau ‘- AUIUMSU-05/F /2023 M
e Tt B edan, 20 Ramadhan 1444 1
perihal Izin Riset Pendahulyan 11 April 2023 M

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Fimpinan

pT. Razza Prima Trafo

Jin. Willem Iskandar No. 54-A Kota Medan

di- '
Tempat

Assalamu’alaikem Warahmatullahi Wabarakatuh

engaii ho : ’ ,
rl?wmgohon kr:S]:(t;l '1:::11]1[311')“@%% ma‘nas_ls»Ya kami akan menyelesaikan studi, untuk ftu kami
e g T aan oap / Tbu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa
an riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Tbu pimpin, guna untuk penyusunan

SSkrl“;Sl yang merupakan salai satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (

A_dapun mahasiswa/i di Fakultas [konomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara tersebut adalah:

Nama : Jihan Lorenza Tanjung

Npm : 1905170227

Program Studi  : Akuntansi

Semester - VIII (Delapan)

Judul Skripsi @ Analisis Pencrapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza

Prima Trafo

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami
vcapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum ‘Warahmatullahi ‘Wabarakatuh

embusan :
1. Pertinggal

=)

Agensi Kelayakan Malaysia  §aU48
walmpmian Oualificarians Agency  EAg ¥R B




o Iskandar No, 54 54 ”l:,lg Contractor - Supplier

061-6636755 Fax, 061-6636438 Medan
NO : 035‘1/EXVPT-RPT
Lamp . M1/2023 Medan, 12 April 2023
perihal  *: Surat Keterangap
Izin Riset
Kepada Yth :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYA

H
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNI: UMATERA UTARA
J1. Mukhtar Basri No. 3

MEDAN

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Saudara Ne :1038/I1.3-AU/UMSU-05/F/2023,
mengenai permononan melakukan Riset atas mahasiswa Saudara.

Nama : Jihan Lorenza Tanjung

NPM : 1905170227

Juiusan : Akuntansi

Tingkat : VII (Tujuh) .

Judul . Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)

Izin yang kami berikan ini benar-benar untuk kepe_nluan riset bgkala, tiglag
" untuk lain-lain, dan saudara bertanggung jawab apabila terjadi

penyelewengan tujuan.

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan
dengan sebaik-baiknya.
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MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL Kapt. Muchtar Basri No. 3 @ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini Rabu, 24 Mei 2023 telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi
nenerangkan bahwa :

Nama : Jihan Lorenza Tanjung
NPM. . : 1905170227
Tempat / Tgl.Lahir : Labuhan Batu, 22 Cktober 2001

Alamat Rumah
udul Proposal

: JIn. Paku gg Keluarga Lk-03 Tanah 600
- Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza Prima

Trafo
Disetujui / tidak disetujui *)
Item Komentar )
Judul /)~ .............. l“"’?' ....................................................................
fubesle Gfr Gl o [cbhflt’ Yne s |
Babl | v s e e S S S SN s s i / .........................................
Fome famnr,  po i S et Rl fPU,
Bab II p,g“_c.[:w{,rﬁu- BN s s s s s ST
PR-N Lot oT.vup«A PR o
0 1 1 (R R
7 P faed Pl -
~ainnya / ................. OQL]{ ..........................................................................
{esimpulan ng Fulus ~

3 Tidak Lulus

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Medan, 24 Mei 2023

TIM SEMINAR
Ketua Sekretaris

A

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA.. CPA

Pembymbi Pembanding

Henny Zurika Lubis, SE.. M.Si




MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU
JI. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238
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L PENGESAHAN PROPOSAL
Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 24
Mei 2023 menerangkan bahwa:

Nama : Jihan Lorenza Tanjung
NPM : 1905170227
Tempat / Tgl.Lahir : Labuhan Batu, 22 Oktober 2001

Alamat Rumah : Jin. Paku gg Keluarga Lk-03 Tanah 600
Judu] Proposal : Analisis Penerapan Akuntansj Pzjak Pertambahan Nilai Pada PT. Razza

Prima Trafo

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan

pemboimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Medan. 24 Mei 2023

TIM SEMINAR
Ketua Sekretaris

% %
Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si
Pembanding

S

L ~ZH
Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan 1

Assoc. Prof. Dr. Ade /an, SE. pVi.Si
NIDN : 0195087601 |
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PT. RAZ7A PRIMA TRAFO

Electrical & M
echani i
e hanical Engineering Contractor - Supplier
Williem Iskandar No. 54154 A Telp 061-6636755 Fax. 061-6636433 Med2

NO - 105/Ext/PT.RPT,
Lamp ' - VI/2023 Medan, 04 Agustus 2023
perihal : Surat Keterangan
Selesai Riset
Kepada Yth :

UNIVERSITAS MUHAMMADIY
AH
.:’:. I((’apt,en Muchtar Basri No. 3 SUMATERA UTARA
edan

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Saudara No : 1981/11.3-AU/UMSU-05/F/20?_3
Tanggal : 04 Agustus 2623, perihal Surat Keterangan Riset atas mahasiswi

Saudara.
Nama - ljhan Lorenza Tanjung
NIM : 1905170227
Program Studi . Akuntansi

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut namanya diatas,

telah menyelesaikan riset di perusahaan.

kami sampaikan bahwa selama melaksanakan riset mahasiswi

Selanjutnye
sikap dan tingkah laku yang baik.

tersebut telah menunjukan

Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan

dengan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
PRIMA TRAFO




Dma Pribadi

Nama

Tempat/Tanggal Lahir
NPM

Jenis Kelamin

Agama
Kewarganegaraan
Anak Ke

Alamat

No. Telepon

E-Mail

Data Orang Tua

Nama Ayah
Nama Ibu
Pekerjaan Ayah
Pekerjaan Ibu
Alamat

Riwavat Pendidikan

I. Tahun2007—-2013
2. Tahun2013-2016
3. Tahun2016-2019

4. Tahun 2019 — Sekarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Jihan Lorenza Tanjung

: Labuhan Batu/22 Oktober 2001

: 1905170227

: Perempuan

+ Islam

: Indonesia

: 2 (Dua) dari 4 (Empat) Bersaudara

:J1. Paku Gg Keluarga Lk-03 Tanah 600
: 0811 6484 499

: jihanlorenza2@gmail.com

: Danwir Tanjung

: Rina Maurend Lekahena

: Karyawan Swasta

: Ibu Rumah Tangga

: JI. Paku Gg Keluarga Lk-03 Tanah 600

: SD Dr Wahidin Sudiro Husodo

: SMF Dr. Wahidin Sudiro Husodo

: SMA Negeri 3 Medan

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2023

Jikan Lorenza Tanjung
NPM.1905170227




